
Mengingat : 1. Undang-Undang,Nemer 45 Tahun 1999 tentang
PembentukanProvinsi Irian Jaya Tenqah, Provlnsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorf)ng
(tembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999
Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimanatelah diubah
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
pengawasan Pera(uran Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah maka Gubemur (liberikan
kewenangan rnelakukan pengawasan terhadap
PeraturanDaerahKabupaten/Kotadan Peraturan
BupatitWalikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangansebaqalrnana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
peraturan Gubemur tentang Mekanlsme
Pengawasan Rancangan Produk Hukurn
Kabupaten/K6taProvinsiPapuaBarat ;

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN RANCANGAN PRO[)UK HUKUM
KABUPATENIKOTA PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 71)0/4/111/2011 TAHUN 2011



tentang Peruoahan atas Undang-undang Nomor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provlnsi Irian
Jaya Tengah, Provlnsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, KabupatenMimika,KabupatenPuncak Ja~a
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
rndonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan
lembaran NegaraRepubllk IndonesiaNomor 3960)
sesual Putusan Mahkamah Konstitusi R'epublik
IndonesiaNomor018/PUU-112003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ltentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara RepubliklndonesiaTahun2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesta
Nomor 4151); sebaqairnana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentanq
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti
,Undang-UndangNomor 1 Tahun 2006 ,tentang
PerubahanUndang-UndangNomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
meniadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4884);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentanq
Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan
(LembaranNegata Republik IndonesiaTahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nornor
4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PernerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
LembaranNegaraRepubfikIndonesiaNomor4437),
sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran
Negara RepublikIndonesiaNomor4844);

5. peraturan Pemerintah Nomor 79 fahun 2005
,tentang Pedoman Pembinaan dan Penqawasan
,PenyelenggaraanPemerintahanDaerah (Lernbaran
NegaraRepubltkIndonesiaTahun2005 Nomor 165,



Tambahan Lembaran Negara Republik IMonesia
Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor $9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nornor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

8. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 53 Tahun
2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6$ Tahun
2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran PertanggungJawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 28 Tahun
2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancanqan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ru~ng
Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang
Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat;



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasali
DalamPeraturanGubemur ini yang dimaksuddengan :
1. Pengawasanadalah klarifikasidanevaluasiternadapRancangari

ProdukHukumdanProdukHukumKabupaten/Kota.
2. Pengawasan Rancangan Produk Hukurn adalah kegiatan

fasilitasi, konsultasi dan evaluasl terhadap rancangan produk
hukumKabupatenlKota.

3. Pengawasan Produk Hukum adalah kegiatan klarifikasi dan
monitoringternadapProdukHukumKabupaten/Kota.

4. Rancangan Produk Hukum adalah Rancangan Peraturan
Daerah, Rancangan Peraturan BupatllWalikota, Rancangan
KeputusanDewanPerwakilanRakyatDaerahKabupaten/Kota.

5. Produk Hukurn adalah Peraturan Daerah. Peratoran
BupatilWalikota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat .Oaerah
KabupatenlKota dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
RakyatDaerahKabupaten/Kota.

6. Konsultasi Rancangan Produk Hukum adalah kegiatan dalam
bentuk pemberian arahan, bimbingan. supervisi, asistenst dan
pedoman terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebelum
dibahasbersamaDPRO.

7. Fasilitasi adalah pemberian pedoman dan petl(njuk teknis,
araban, bimt:>inganteknis, supervisl, asistensl dan kerjasama
serta monitoring dan evaluasl terhadap penyusunan dan
pelaksanaanperaturandaerah tentang organisasi dan tata keda
satuanorqanisaslperangkatdaerah. .

8. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian ternadap Rancanqan
Produk Hukum Kabupaten/Kota untuk mengetahui kesesuaian
dengan Peraturan Perundang- Undangan yang leb]h tinggl dan
kepentinganumurn.

9. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian ternadap Produk
Hukum Kabupaten/Kotauntuk mengetahui kesesualan denqan

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG
MEKAMSME PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK
HUKUMKABUPATEN/KOTA.

MEMUTUSKAN :



Peraturan Perundan-Undangan yang, lebih tinggl dan
kepentingan umum.

10. Monitoring adalah pengamatan ternadap hasil klarifikasi serta
implementasi dari produk hukurn Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adafah
Peraturan Daerah KabupatenJKota.

12. Peraturan BupatilWalikota yang selanjutnya disingkat Perbup/wal
adalah Peraturan BupatilWalikota.

13. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat
Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

14. Rancangan Peraturan BupatilWalikota yang selanjutnya
disingkat Raperbup/wal adslah Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota KabupatenlKota.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota.

16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda tentang
APBD adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Peruoahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancanqan Peraturan Daerah tentang Pertang!1ungIawaban
Anggaran Pendapatan dan BelanIa Daerah KabupatanlKota.

17. Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatandan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat Perda tentang APBD adalah
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatandan Belanja
Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatandan Belanja Daerahdan PeraturanDaerahtentang
PertanggungjawabanAnggaranPendapatandan BelaniaDaerah
KabupatenlKota.

18. RancanganPeraturanDaeralnTentang Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Tata Ruanq Daerah yang selanjutnya disingkat
Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata
Ruang Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah, Retribusi Daerah,dan Tata Ruang Daerah
KabupatenlKota.

19. Rancanqan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan yang
selanjutnya disingkat Raperda tentang Kelembagaan adatah
Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organsasi dan
Tata KedaKabupatenlKota.



Paul 3
(1) PengawasandilakukanterhadapRancanganProduk Hukumdan

ProdukHukurn.
(2) Pengawan Rancangan Produk Hukum sebagaimana dirnaksud

padaayat (1) terdiri atas :
a.konsultasi Raperda;
b.evaluasi ternadap :
1}RaperdatentangAPBD;
2} Raperbup/waltentangPenjabaranAPBD;
3) RaperdatentangPajakDaerah;
4) RaperdatentangRetribu$iDaerah;dan
5) RaperdatentangTata Ruang.

c.fasilitasiRiiperda tentangKelernbaqaao.

20. Rancangan peraturen Daerah tentang Distrik yang selanjutnya
disingkat Raperda tentang Distrk adalah Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Distrik KabupateniKota.

21. Gubemur adatah Gtlbemur Papua Baral
22. BupatiIWalikota adalah BupatiJWalikota di Provins; Papua Barat
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsingkat

DIPRDadalah DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.
24. Badan Penqelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya

disingkat BPKAD adalah Badan yang menqelcla keuanqan dan
aset daerah Provinsi Papua Baral .

25. DiMS Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat
mSPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Barat.

26. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Papua Barat,

27. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah
ProvinsiPapuaBarat.

28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappedaadalah Badan PerencanaanPembanqunan
Daerah ProvinsiPapuaBaral

Paul 2
UntukmewujudkanSinkronisasidan harrnonlsasiRancanganProduk
Hukurn dan Produk Hukum dalam suatu kesatuan sistem hukum
nasional dilakukan pengawasan ternadap Rancangan Produk
Hukum dan ProdukHukumagar pelaksanaanurusan Pernenntahan
Daerahberjalansesuai standardan kebijakanPernerintah.



(1) Raperda sebelum dibahas bersama antara 8upatiIWalikota
denganDPRD, dikonsultaslkankepadaBiroHukum.

(2) Konsultasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap
Raperda tentang APBD, Pajak dan Retribusi Daerah • dan
Organisasi PerangkatOaerah difakukan secara tertulis kepada
instansiteknis yang membidangi.

(3) Raperda yang berkaitan dengan Hak Azazi Manusfa sebelum
dikonsultasikankepada Biro Hukum , terlebih dahulu dllakukan
harmonisasidengan Panitia RencanaAksi Nasional Hak Azazi
ManuSia(Ranham) atau lembaga yang membidaogiHak Azazi
Manusia.

(4) Raperda tentang Tata Ruang Daerah secara teknls
dikonsultasikankepada BAPPEDA Provins; untuk rnendapat
rekomendasi dari Gubemur sebagai syarat untuk melakukan
konsultasl kepada instansi pusat yang rnembidanqlurusan tata
ruangyangdlkootdinaslkanoleh BKTRN.

Bagian Ke~tu

Konsultasi
PasalS

BAB II
KoNSUL TASI, FASILITASI, EVALUASI OAN KLASIFIKASI

Pasal4
Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum
sebagaimanadimaksuddalamPasal3 dilakukanolehGubemur.

(3) Pengawasan Produk Hukum sebaqalmana dlrnaksud pads ayat
(1) berupa klasffikaSi terhadap:
a.Perda dan Perbuplwal;
b.Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD; dan
b.Peraturanbersamaantar BupatilWalikota.

(4) Monitoringterhadaphasil klarifikasisebagaimanadimaksudpada
ayat (3).



Bagian Keempat
Klarffikasi
PasalS

(1) Kl,arifikasi ternadap Perda dan Perbup/wal yang telah dltetapkan
dikoordinasikan o·fehBiro Hukum.

Bagian Ketiga

Evaluasl
P4sal7

(1) Evaluasi dilakukan terhadap Rapercfa yang telah disetujui
bersama BupatilWalikota dengan DPRD dan Raperbup/wal
sebelurn ditetapkan.

(2) Evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat 0) dilakukan
terhadap:
a. Raperda tetang APBD dan Perbup/wal tentang penjabaran

APBD;
b. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
c. Raperda tentang Tata Ruang.

(3) Evalusi terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
dikoordmaslkan oleh Biro Hukurn.

(4) Evaluasi terhadap Raperda tentang APBD dan Raperub/wal
tentang Penjabaran ABPD sebaqahnana yang dimaksud pada
ayat (2) huruf b. dikoordlnasikan oleh BPI<AD.

(5) Evaluasi ternadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf .C, dikoordinasikan
oleh Bappeda.

Bagian Kedua

Fasllitasl
Pasal6

(1) Fasilitas dilakukan ternadap Raperda tentang Organisasi
Perangkat Daerah yang telah' dibahas bersama BupatiIWalikota
dan DPRD.

(2) Fasititasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Biro Organlsasi.



Pasal11
(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat .(4)

menyangkut subtansi teknis Raperda tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), Raperda tentang Rencana Tata Ruang
(RTR) Kawasan Strategis ,dan Raperda tentang Rencana Detail
Tata RlJang (RDTR), untuk disesuaikan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

(2) Subtansi teknis yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dart:
a. dokumen Rencana rata Ruang Wilayah (RTRW) dan album
pets;

b.dokurnen Rancana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis dan
album peta; dan

c. dokurnen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)dan album peta
(3) Konsultasi dilakukan sebelum Raperda tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW), Raperda Rencana Detail Tata Ruang
(RDRl) diserujui bersama DPRD dan Bupati lWalikota.

BupatilWalikota menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, kepada Gubemur untuk dilakukan Konsultasi.

aagian Kesatu

Konsultasi
Pasal10

BABin
TATACARA

Pasal9
K1arifikasi terhadap Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan
DPRD dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

1'1'

(2) K1arifikasi sebagaimana dimaksud pada ay,. t (1), berlaku
ternadap semua Perda dan Perbupfwal kecuali terhadap ;
a. Perda tentang APBD dan Perbup/wal tentang peniabaran

ABPD dikoordinasikan oleh BPKAD dan;
b. Perda tentang Tata Ruang dikoordinasikan Bappeda dan

dikonsultasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Privinsi dan
instansi terkalt.



Bagian Ketiga
Evaluas!

Paragraf Kesatu
Evaluasi Raperda APBD

Pasal14
(1) BlUpatiMlalikota menyampaikan Raperda tentang .APBD dan

Raperbup/wal tentang Penjabaran ABPD yang telah disetujui
bersama DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2) Raperda sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disarnpalkan
paling lambat 3 (tiga) han kerja kepada Gubemur yang
difengkapi dengan dokumen sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

(3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dlbentuk Tim Evaluasl Raperda tentang
APBDIPerubahan APBD/Pertanggungjawaban APBO.

(4) Tim Evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas
rnelakukan kajian dan pencermatan sebagai bahan

Baglan Kedua
Fasllitasi
Pasal13

(1) BlUpatiMlalikota menyampaikan permohonan Fasililasi Raperda
tentang Orqanlsasl Perangkat Daerah kepada Gubernur untuk
dilakukan fasilitasi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 15 (lima belas) han ke~a setelah Raperda diterlma.

(3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja
sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak ditaksanakan fasilitasi
maka Raperda dapat ditetapkan menjadi Perda.

(4) Hasil fasilitasl dlsarnpalkan kepada BupatilWalikota untuk
ditindaklanjuti.

Pasali2
Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagai
nahan pertimbangan BupatVWalikota dan DPRD dalaro metakukan
pembahasan.



Paragraf Kedua
Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Oaerah

Pasal15
(1) BupatiIWalikotamenyampaikanRaperda tentang F>ajakDaerah

dan/atau Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama DPRD
kepadaGubemuruntukdlevaluasi.

(2) Raperda sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) disampaikan
paling tarnbat3 (tiga) hari kerja kepadaGubemur.

(3) Untuk melaksanakan evaluasi sebaqairnana dimaksud pada
ayat(1) dibentukTim EvaluaSiRaperdal<abupateniKota.

(4) Tim EvaluaSi sebagaimana dimasud pada ayat (3) bertugas
melakukan kajian dan Pencermatan,sebaqai bah,an
pertimbanqanGubernurdalammenyampaikanhasltevaluasl.

(5) Sebelum Gubemur menyampaian hasil evaluast kepada
Bupati/WaUkota, dilakukan konsultasl demgan Menteri

{'

pertimbangan Gubemur dalam penetapan Keputusan tentang
Evaluasi.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada . ayat (4)
disampalkan kepada .8upatilWalikota pafing lambat ~5 (lima
belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda tentang
APBD dan Raperbup/wal tentang penjabaran APBD.

(6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {5)
tidak ditindaklanjuti oleh BupatiIWalikota dan DPRO, dan
BupatiIWalikota tetap menetapkan Raperda tentang
APBD/Perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD
menjadi Perda dan Perbuplwal, Gubemur membatalka,n Parda
dan Perbuplwal dimaksud, sekaligus menyatakan tlc;tak
diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku
APBD tahun anggaran berjalan.

(7) Pembatalan Perda dan Perbuplwal serta pemyataan bertakunya
pagu APBD tahun anggaran sebelumnya atau tetap ber1aku
APBD tahun anggaran berjalan sebagalmana dimaksud paoa
ayat (6) ditetapkandenganKeputusanGubemur.

(8) Gubemur melaporkanhasil Evaluasiatas Raperdasebagaimana
dirnaksudpadaayat (1) kepadaMente'; DalamNegen. .

(9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {8)
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi
ditandatanganiGubemur.



Paragraf Ketiga
Evaluasi Raperda Tata Ruang

Pasal16
(1) Bupati/Walikota rnenyampaikanRaperda tentang Tata Ruang

yang telah disetujui bersama DPRD, sebelum dltetapkan oleh
BupatllWalikota kepada Gubernur paling lambat 3 (tlga) hari
kerja untukdievaluasi.

(2) PenyampaianRaperda sebaqairnanadimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan lampiran Raperda, surat Rekomendasi
Gubemur dan surat persetujuan dari instansi pusat yang
membidangiurusantata ruang.

(3) Evaluasi ternadap Raperda sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) dilakukanolehGubemur.dalamhal ini Bappeda.

(4) 8appeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas
memberi pertimbangan kepada Gubemur dalam mem,berikan
rekomendasi dan evaluasi terhadap Raperda tentang Tata
Ruang.

(5) Sebelum Gubemur menyampaikan hasil evaluasi kepada
BupatllWalikota,dilakukan konsultasidenganMenteri yang
membidangiurusan tata ruangmelaluiMentriDalarnNegen,

(6) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan
disampaikan kepada BupatllWalikota paling lam~at 1$ (lima
belas) hankerja terhitungSejakditerimanyaRaperdadirrtaksud.

Keuangan Cq. Direktorat perimbangan keuangan Pusat Daerah
Kementerian Keuangan.

(6) Hasi! Konsultasi de~n Menteri Keuangan menjadi bahan
pertimbanga,n dalam melakukan evaluasi terhadap Raperda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan
dalam bentuk berita acara evaluasi. .

(8) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Bupatil'Nalikota paling lambat 1ti (lima
betas)hari kerja terhitungsejakditerimanyaRaperdadlrnaksud.

(9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (8)
tidak ditindaklanjuti oleh BupatilWalikota dan DPRO, dan
BupatilWalikota tetap menetapkan Raperda tentang Pajak dan
Retribusi Daerah menjadi Perda, Gubemur menyarnpalkan
Rekornendasikepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan
pembatalan.



Pasal18
(1) Untuk rnelakukanKlaritlkasisebagaimanadimaksuddalam Pasal

17 ayat (1). dibentukTim Klarifikasiyang keanggotaannyaterdiri
atas satuankerja perangkatdaerahsesual kebutuhan.

(2) Tim KJarifikasisebagaimanadimaksudpada ayat (1) rnelakukan
kajiandan pencermatan,dan hasilnyadituangkandatam berita
acara dan dlsampalkan kepada Gubernur sebaqai bahan
pertimbaqan Gubernur dalsrn menentukan kebijakan lebih
lanjut.

Baglan Keempat
Klarifikasi
Pasal17

(1) K1arifikasidilakukan terhadap Perda, Perbuplwal, Keputusan
DPRDdan Keputusan PimpinanDPRD.

(2) Perda, Perbup/wal.KeputusanDPRDdan KeputusanPimpinan
DPRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada BupatilWalikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkankecuall terhadapPerdaOrganisasiPerangkatDaerah
disampalkan paling lambat 15 (lima belas) hart setelah
ditetapkan.

(3) KeputusanDPRDdan KeputusanPimpinanDPRDsebaqaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikanoleh Pimpinan dan/atau
SekretarisDPRDkepadaGubemuruntukdiklarifikasl.

(7) BupatllWalikota mendakla~utl hasH evaluasi sebacaimana
dimaksud pada ayat (6) dan melaporkan hasilnya kepada
Gubemur paling lambat 7 (tujuh) han kerja tertlitung sajak
diterimanya Keputusan Gubemur.

(8) Apablla hasil evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat .(7)
tidak ditindaklanjuti oleh BupatilWatikota dan DPRD, dan
Bupat!lWalikota tetap menetapkan Raperda tentang Tata
Ruang menjadi Perda Gubemur membatalkan Perna tersebut.

(9) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

(10) Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setefah
tanggal pembatalan perda, BupatilWalikota bersarna DPRD
segera melakukan perubahan Perda tentang Tata Ruang
sesuai mekanisme dan peraturan Perundanq-Undanqan yang
berlaku.



Pasal 22
(1) Pembatalan sebagaimana dimasud datam Pasal 14 ayat (6),

Pasal 1;5ayat (9) dan Pasal 16 ayat (8) disertal dengan alasan
yangjelas.

Bagian Pertama
Pembatalan
Pasal21

(1) Perda PerbupIWal yang mengatur tentang AP8D, Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang bertentangan
dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tlnggi dan Peraturan Perundanq-nndanqan lainnya
dapat dibatalkan olen Gubernur,

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
sebagian atau seluruh mater! perda dan Perbup/wal yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

BAB IV
PEMBATAI-ANDAN KEBERATAN ATAS Pf;MBATALAN.

Pasal20
Hasil Idarifikasi terhadap Keputusan DPRD dan Keputusan
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
disampaikan kepada Pimpinan dan/atau Sekretaris DPRO.

Pasal19
Persetujuan dari Instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang
dijadikan bahan pertimbangan bagi Gubemur dalam hal ini Bappeda
untuk melakukari Klarifikasi terhadap Perda tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), Perda tentang Rencana Tata Ruang (RTR)
Kawasan Strategis, dan perda tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR). .

(3) Hasil klarifikasi Produk Hukut~l sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang bertentangan dengan kepentingan umurn,
Peraturan Perundang-Undangan lainnya dan Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan
Gubemur kepada Presiden melalui Menteri Dalarn Nageri untuk
pembatalan.



Pasal26
(1) Gubernur meiaporkan hasH pengawasan dan monitoring Produk

Hukum kepada Menteri Delam Negeri.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

paling kurang setiap 3 (tiga) bolan.

Pasal25
(1) Gubernur melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil

Klarifikasi Produk hukum maupun inventarisasi Produk Hukum.
(2) Untuk melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gupemuf.

BABVI
MONITORING

Baglan Kedua
Keberatan atas pembatalan

Pasal 24
Apabtla aupatiM'alikota tidak dapat rnenedrna Keputusan Menteri
Dalam Nageri atau Keputusan Gubemur tentang Pembatalan Perda
dan/atau Perbuplwal, dapat mengajukan keberatan kepada
Mahkamah Agung.

Pasal 23
BupatilWalikota menghentikan pelaksanaan Parda Kabupaten/Kota
dan Perbuplwal yang dibatalkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterimanya Keputusan Pembatalan.

(2) Alasan . Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menunjukkan Bab, Pasal dan/atau Ayat yang
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan
Perundang-undangan lainnya.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
paling lama 60 (enam puluh) han kerja sejak diterimanya Perda
dan Perbup/wal.



KEPALA BIROHlJKUM,S2ly~.
Untuk salinan yang' sah sesual dengan asllnya,

t:

BERITA DAERAI-;IPROVINSIPAPUA BARAT TAHUN 2011NOMOR ~57

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARISDAERAH
PROVINSIPAPUA BARA",

CAPrtTD

MARTHENLUTHERRUMAOAS

c

ARBAHAMO. ATURURI '

CAPITTD

Ditetapkan di Manokwari
pada 1anggal14 Maret 2011

GUBERNURPAPUABARAT,

Pasal27
Peraturan ini mulai beiaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p'engundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi
Papua Barat

BAS VII
KETENTUANPENUTUP.


